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Keberadaan anak angkat dalam keluarga memungkinkan adanya ikatan emosional yang tinggi, yang tidak lagi memisahkan satu
dengan yang lain. Sehingga, pada   saatnya anak angkat dapat diperhitungkan sebagai orang yang berhak mendapatkan harta
orangtua angkat setelah meninggal. Pasal 209 KHI menjelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat wajibah
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat, namun dalam prakteknya  masih ada anak angkat yang tidak
mendapatkan hak wasiat wajibah. 
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan kedudukan anak angkat menurut hukum waris islam dan Kompilasi Hukum Islam,
tanggapan ulama NU dan ulama Muhammadiyah terhadap penerapan pasal 209 tentang wasiat wajibah, upaya upaya hukum yang
dilakukan oleh anak angkat yang tidak mendapat warisan berupa wasiat wajibah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, metode yuridis empiris yaitu melihat kenyataan yang ada
dalam praktek di lapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam anak angkat bukanlah sebagai ahli waris hal ini sesuai dengan Al-Qurâ€™an
surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 namun dengan berbagai macam pertimbangan KHI memerikan hak waris kepada anak angkat melalui
wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan. Mengenai taggapan ulama NU dan ulama Muhammadiyah mereka
sependapat dengan apa yang diberlakukan dalam Pasal 209 KHI. Upaya hukum yang harus dilakukan oleh anak angkat yang tidak
memdapakkan harta warisan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harata warisan dapat melakukan gugatan ke Mahkamah Syariyah.
Disarankan bagi orang yang akan  mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat pengadilan agar kedudukan anak
angkat menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alas an tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan
rasa kasih saying serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak. Hendaknya masyarakat yang ingin mengangkat anak sebaiknya
memahami prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum islam. Pemerintah dalam hal ini hendaknya lebih
memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan anak agar di kemudian hari tidak
terjadi perselisihan diantara orang tua dengan anak angkat.
